


 



 LAMPIRAN I 

I. PENJELASAN PERHITUNGAN 

No. Indikator Kinerja Target  Dukungan Misi 
RPJMD Kota 

Medan 

Dukungan 
Sdg’s 

Penjelasan 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) 

1. Indeks SPBE  3,82 – 3,92 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Baseline 2025 : 
Nilai Indeks hasil 

penilaian interviu 
SPBE Kota Medan 
yakni sebesar Nilai 
Indeks : 3,67 
(Sangat Baik).  

 

Misi  Ramah Tujuan 9 
dan Tujuan 
16 

1. Indeks SPBE merupakan 
dukungan Misi Ramah dalam 
RPJMD yaitu Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik Berbasis Data, Riset  
melalui peningkatan pelayanan 
publik yang efektif, efisien, dan 

modern, dan Indeks SPBE 
mendukung SDGs Tujuan 9 
(Industri, Inovasi, dan 
Infrastruktur)  

2. SDGs Tujuan 9 dan 16 
(Perdamaian, Keadilan, dan 
Kelembagaan yang Tangguh). Ini 
karena SPBE berfokus pada 
peningkatan infrastruktur digital 
untuk layanan publik, yang 
mengarah pada inovasi (Tujuan 9) 
serta efisiensi dan akuntabilitas 
layanan pemerintahan (Tujuan 16) 

2. Indeks 
Pembangunan 
Statistik (IPS)  

3,20 
 
 
 
 
 

Misi Ramah Tujuan 17 1. Indeks Pembangunan Statistik 
(IPS) merupakan dukungan Misi 

Ramah dalam RPJMD yaitu 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pelayanan Publik Berbasis 
Data, Riset . IPS berfungsi untuk 



 

 
 
 
 
 
 
 
Baseline 2025 : 
Indeks 
Pembangunan 
Statistik (IPS)  
diperoleh sebesar 
2,94 dari hasil 

Evaluasi 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 
dari BPS.  

mengukur kualitas, ketersediaan, 

dan penyampaian data statistik 
yang diperlukan untuk memantau 
dan mengevaluasi pencapaian 
tujuan-tujuan 
 

2. SDGs Tujuan 17 Kemitraan untuk 
mencapai tujuan. IPS  berfokus 
pada penguatan kemitraan global 
untuk pembangunan 
berkelanjutan. Kemitraan ini 
melibatkan berbagai pihak, 
termasuk negara, lembaga, dan 
masyarakat sipil, untuk 

memastikan data statistik yang 
akurat dan dapat diandalkan 
tersedia bagi semua 
 

3. Nilai 
Keterbukaan 
Informasi Publik  

Informatif 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Misi Ramah Tujuan 16 1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 
merupakan dukungan Misi 

Ramah dalam RPJMD yaitu 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pelayanan Publik Berbasis 
Data, Riset . keterbukaan 
informasi memungkinkan 
partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengawasan pembangunan, 
meningkatkan akuntabilitas 
pemerintah, dan menciptakan 
iklim investasi dan bisnis yang 
lebih baik di Kota Medan. 
 

2. SDGs Tujuan 16 Perdamaian, 
Keadilan, dan Kelembagaan yang 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Baseline 2025 : 

Informatif 
 
(Penilaian dari 
Komisi Informasi 
Publik)  
 

 

Tangguh karena keterbukaan 

informasi meningkatkan 
akuntabilitas, transparansi, dan 
partisipasi publik dalam 
pemerintahan. Keterbukaan 
informasi publik mendukung 
SDGs melalui beberapa cara 
utama, yaitu meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas 
pemerintah, mendorong partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan, 
dan menyediakan data yang 
akurat untuk pemantauan dan 
evaluasi. Hal ini sejalan dengan 

upaya mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) dengan memastikan bahwa 
pembangunan dan kebijakan 
publik dapat diakses dan dipantau 
oleh masyarakat secara terbuka, 
yang pada akhirnya dapat 
mencegah korupsi dan 
memastikan pembangunan yang 
lebih inklusif.  
 

4. Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah  

BB  
 
 
 
 
 
 
 
 

Misi Ramah Tujuan 16 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 
merupakan dukungan Misi 
Ramah dalam RPJMD yaitu 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pelayanan Publik Berbasis 
Data, Riset. Instansi pemerintah 
harus memiliki sistem 
akuntabilitas yang baik, seperti 
SAKIP, untuk mengukur kinerja 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Baseline 2025 : 
Nilai SAKIP 
Mendapat Nilai BB  

 

dan memastikan 

pertanggungjawaban terhadap 
tujuan yang ditetapkan. 
 

2. SDGs Tujuan 16 Perdamaian, 
Keadilan, dan Kelembagaan yang 
Tangguh karena keterbukaan 
informasi meningkatkan 
akuntabilitas, transparansi, dan 
partisipasi publik dalam 
pemerintahan. SAKIP secara 
langsung berkontribusi pada 
tujuan ini karena fokus pada 
pembangunan lembaga yang 

efektif, akuntabel, dan transparan 
yang pada akhirnya akan 
mendukung terciptanya 
pemerintahan yang baik untuk 
mencapai semua tujuan lainnya. 
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) 
mendukung semua 17 Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs), karena SAKIP bertujuan  
untuk mewujudkan  kinerja  
pemerintah yang efektif dan 

efisien, yang merupakan fondasi 
penting untuk mencapai semua 
tujuan SDGs. 
 

5. Tingkat 
Keamanan 
Informasi 
Pemerintah  

80% 
 
 
 

Misi Ramah Tujuan 16 1. Tingkat Keamanan Informasi 
Pemerintah merupakan dukungan 
Misi Ramah dalam RPJMD yaitu 
Penyelenggaraan Pemerintahan 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baseline 2025 : 
Diperoleh dari 

Hasil Evaluasi 
Indeks KAMI 
sebesar 87,58% 

dan Pelayanan Publik Berbasis 

Data, Riset. keamanan informasi 
merupakan fondasi penting untuk 
membangun sistem pemerintahan 
yang modern dan akuntabel.  

2.  
3. SDGs Tujuan 16: Perdamaian, 

Keadilan, dan Kelembagaan yang 
Tangguh dari SDGs, karena 
keamanan informasi yang baik 
memastikan kelembagaan 
pemerintah yang efektif, 
akuntabel, dan inklusif. Keamanan 
informasi yang kuat juga 

mendukung keamanan dan 
stabilitas publik serta hak akses 
terhadap informasi.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN II 

 
II. PENJELASAN INDIKATOR KINERJA 

 

No Indikator Kinerja Target Penjelasan (Rumusan Perhitungan 

(1) (2) (4) (5) 

1. Indeks SPBE  3,82 – 3,92 Indeks SPBE merupakan hasil pengukuran tingkat kematangan 
penerapan SPBE pada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 
yang dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PermenPAN-RB) Nomor 59 Tahun 2020 dan melibatkan 
penilaian. Instrument pengukuran ini diuraikan lebih terperinci 
pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan 

Reformasi Birokrasi nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara 
Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan hasil penilaian SPBE yang 
ditetapkan melalui Peraturan KemenPANRB tentang Hasil 
Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 
 

2. Indeks Pembangunan 
Statistik (IPS)  

3,20 Perhitungan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah 
merupakan nilai yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik 
berdasarkan penilaian terhadap beberapa domain indikator. 
Rincian domain indikator dan bobot penilaian IPS dimaksud 
antara lain : Prinsip SDI (28%), Kualitas Data (24%), Proses 
Bisnis Statistik (19%), Kelembagaan (17%), dan Statistik 
Nasional (12%). 

 
Adapun indeks hasil EPSS tersebut memiliki jangkauan sebagai 
berikut : 
1. Nilai 4.2 – 5,0 termasuk Predikat Memuaskan 
2. Nilai 3,5 – <4,2 termasuk Predikat Sangat Baik 
3. Nilai 2,6 – <3,5 termasuk Predikat Baik 
4. Nilai 1,8 – <2,6 termasuk Predikat Cukup 
5. Nilai <1,8 termasuk Predikat Kurang 

 



3. Nilai Keterbukaan Informasi 

Publik  

Informatif Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dilakukan oleh Komisi 

Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara selaku Lembaga 
Mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik. Rumus perhitungan Nilai 
Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pembobotan 
beberapa komponen penilaian, yang mencakup penilaian 
kuesioner dan penilaian presentasi uji publik. Berdasarkan 
sistem yang ada, penilaian kuesioner berkontribusi 80% dan 
penilaian presentasi berkontribusi 20% dari total nilai. 
Penilaian kuesioner sendiri dirinci lebih lanjut, di mana 40% 
bobotnya untuk indikator pengembangan website dan 
pengumuman informasi publik, dan 40% lainnya untuk 
indikator pelayanan dan penyediaan informasi publik. 
Nilai Akhir = (Bobot Penilaian Kuesioner x Nilai Kuesioner) + 

(Bobot Penilaian Presentasi x Nilai Presentasi)  
• Bobot Penilaian Kuesioner: 80% (0,8)  
• Bobot Penilaian Presentasi: 20% (0,2)  

 
Rincian penilaian kuesioner (total bobot 40% + 40% = 80%)  

• Indikator Pengembangan Website dan Pengumuman 
Informasi Publik: 40%  

• Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan 
Informasi Publik: 40%  
 

Kualifikasi hasil penilaian  
• Informatif: Nilai antara 90–100  

• Menuju Informatif: Nilai antara 80–89,9  
• Cukup Informatif: Nilai antara 60–79,9  
• Kurang Informatif: Nilai antara 40–59,9  
• Tidak Informatif: Nilai kurang dari 39,9  

 

4. Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah  

BB  Perhitungan Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah) adalah dengan menjumlahkan skor dari setiap 
komponen penilaian, yang kemudian dikalikan dengan bobotnya 



masing-masing. Penilaian ini mencakup komponen utama 

seperti perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi 
kinerja, yang kemudian dirata-ratakan menjadi nilai akhir 
dengan kategori. 
SAKIP dievaluasi berdasarkan beberapa komponen utama, yang 
masing-masing memiliki bobot penilaian yang berbeda yaitu : 
Perencanaan Kinerja 20%, Pengukuran Kinerja 30 %, Pelaporan 
Kinerja 50% dan Evaluasi Kinerja 30%. 
Nilai Akhir = (skor1 x bobot1) + (skor2 x bobot2) + (skor3 x 

bobot 3) + (skor4 x bobot4) + (skor5 x bobot5) 
Konversi ke kategori AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah): Nilai akhir yang didapat kemudian dikonversi ke 
dalam kategori penilaian AKIP yang mencerminkan akuntabilitas 
kinerja instansi:  

1. AA (Sangat Memuaskan), Nilai > 90 – 100 
2. A (Memuaskan), Nilai >80 - 90    
3. BB (Sangat Baik), Nilai >70 – 80 
4. B (Baik), Nilai > 60 -70 
5. CC (Cukup), Nilai >50 – 60 
6. C (Kurang), Nilai >30 – 50 
7. D (Sangat Kurang,  Nilai >0 - 30 
 

5. Tingkat Keamanan 
Informasi Pemerintah  

80% Rumusan perhitungan tingkat keamanan informasi pemerintah 
melibatkan evaluasi berdasarkan standar keamanan ISO/IEC 
27001:2022 yang meliputi penilaian kesiapan kontrol, 
konsistensi penerapan, dan kemampuan perbaikan 

berkelanjutan. Perhitungan ini biasanya terdiri dari langkah-
langkah : 
1. Identifikasi dan penilaian risiko: Melakukan identifikasi 

aset penting (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan 
potensi ancaman serta kerentanan yang ada. 

2. Penentuan standar dan kontrol: Menggunakan standar 
internasional seperti ISO 27001 untuk menentukan standar 
dan kontrol keamanan yang harus diterapkan 



3. Penilaian dan perhitungan skor: Melakukan survei atau 

audit untuk menilai tingkat penerapan kontrol yang sudah 
ada. Responden memberikan skor pada setiap area, yang 
kemudian dikonsolidasi untuk menghasilkan indeks 
keseluruhan.  

4. Pengelompokan berdasarkan tingkat kematangan: Hasil 
perhitungan dikelompokkan berdasarkan tingkatan 
kematangan keamanan, yang dapat mengacu pada standar 
ISO/IEC 27001 atau kerangka kerja seperti COBIT atau 
CMMI 

5. Evaluasi dan pemantauan: Mengevaluasi hasil perhitungan 
untuk mengukur kesiapan keamanan dan melakukan 
pemantauan serta perbaikan berkelanjutan 

 

Aspek keamanan yang dievaluasi meliputi : 

• Prinsip keamanan:  
Penilaian sering didasarkan pada prinsip-prinsip keamanan 
informasi seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, 
serta keaslian dan tidak dapat disangkalnya (non-repudiation) 
data.  

• Identifikasi ancaman dan kerentanan:  
Penilaian mencakup identifikasi potensi ancaman (seperti 
malware, serangan ransomware, dan ancaman internal) dan 
kerentanan dalam aset seperti perangkat keras, perangkat 
lunak, dan jaringan, mengacu pada riset. 
 

 

 
  



INDIKATOR 

KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

25% 25% 25% 25%

Program Pengelolaan 

Aplikasi Informatika

Indeks Sistem 

Pemerintahan

Berbasis Elektronik

100%
Pengelolaan e-government 

Pemerintah Kota Medan
      33.916.888.023 v v v v v v v v v v v v

Pengelolaan e-

Government di Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kota

Persentase layanan 

SPBE (layanan publik 

dan layanan 

administrasi 

pemerintahan) yang 

tercantum dalam 

dokumen proses 

bisnis yang telah 

diimplementasikan 

secara elektronik

100%
Pelaksanaan Pengelolaan e-

government Pemerintah Kota Medan
      33.916.888.023 v v v v v v v v v v v v

Koordinasi 

Pemanfaatan Pusat 

Data Nasional

Jumlah aplikasi SPBE 

pemerintah daerah 

yang sudah 

ditempatkan di pusat 

data nasional

10 Aplikasi

Penyedian Jasa Tenaga Ahli untuk 

Analis, Data Scientist, Jaringan, 

Keamanan,Server dan Programmer 

Senior. Serta pemeliharaan dan 

perawatan data center dan CCTV Area 

Publik

        3.150.936.568 

 Bidang 

Teknologi 

Informatika 

v v v v v v v

Koordinasi Pelaksanaan 

Manajemn SPBE

Jumlah Dokumen 

Koordinasi 

pelaksanaan 

Manajemen SPBE

1 Laporan

Pelaksanaan koordinasi penerapan 

layanan SPBE dan penyediaan 

dokumen koordinasi manajemen SPBE 

di lingkungan Pemerintah Kota Medan

           121.543.750 
 Bidang Aplikasi 

Informatika 
v v v v v v

Penyelenggaraan 

Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah 

Kab/Kota

Jumlah perangkat 

daerah di pemerintah 

Kab/Kota yang 

terhubung dengan 

Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah 

50 Perangkat 

Daerah

Penyediaan Lisensi Jaringan Intra 

Pemerintah dan Penyediaan Peralatan 

Jaringan

        2.840.500.000 

 Bidang 

Teknologi 

Informatika 

v v v v

 III.	  RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH 

LAMPIRAN III

ANGGARAN
PENANGGUNG 

JAWAB

RENCANA AKSI TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

SASARAN 

STRATEGIS

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN

KEGIATAN

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

JADWAL KEGITAN
RENCANA AKSI

TARGET 

KEGIATAN

Meningkatnya 

Pengelolaan 

Aplikasi 

Informatika 

dan 

Penerapan 

Integrasi 

Layanan SPBE

Indeks SPBE



INDIKATOR 

KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

ANGGARAN
PENANGGUNG 

JAWAB

SASARAN 

STRATEGIS

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN

KEGIATAN

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

JADWAL KEGITAN
RENCANA AKSI

TARGET 

KEGIATAN

Koordinasi 

pemanfaatan Portal 

Pelayanan Pemerintah 

Daerah yang 

terintegrasi

Jumlah Layanan 

Pemda yang 

memanfaatkan Portal 

pelayanan Pemerintah 

Daerah terintegrasi, 

yaitu Portal Pelayanan

Publik, Portal 

Administrasi 

Pemerintahan, 

dan/atau Portal Data 

Nasional

80 Layanan
Pelaksanaan Integrasi Aplikasi pada 

Portal Pelayanan Pemerintah Daerah
           147.159.635 

 Bidang Aplikasi 

Informatika 
v

Fasilitasi 

penyelenggaraan Audit 

TIK sesuai kewenangan 

Dinas Kominfo

Jumlah Dokumen 

Fasilitasi dalam rangka 

penyelenggaraan 

Audit TIK sesuai 

kewenangan Dinas 

Kominfo

1 Dokumen

Pelaksanaan penyelenggaraan 

kegiatan Audit TIK  untuk menetapkan 

tingkat kesesuaian antara TIK dengan 

kriteria dan/atau standar yang telah 

ditetapkan dan penyusunan peraturan 

terkait standar dan tata cara 

pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

             88.858.959 
 Bidang Aplikasi 

Informatika 
v v v

Koordinasi 

pembangunan dan/atau 

pengembangan Aplikasi 

Khusus

yang sesuai dengan 

arsitektur dan peta 

rencana SPBE 

pemerintah

daerah, serta 

pemanfaatan Aplikasi 

Umum SPBE

Jumlah aplikasi khusus 

yang dibangun 

dan/atau 

dikembangkan sesuai 

dengan ketentuan 

atau regulasi tentang 

standar

teknis dan prosedur 

pembangunan dan 

pengembangan 

aplikasi SPBE

1 Aplikasi
Pengembangan Aplikasi serta 

Penyediaan Programmer  
           861.554.376 

 Bidang Aplikasi 

Informatika 
v v v v v v v v v v v v

Penyelenggaraan pusat 

kendali Pemerintah 

Daerah

Jumlah laporan 

operasionalisasi pusat 

kendali

1 Laporan

Penyediaan Belanja Lembur, 

Pemeliharaan Command Center, 

Pemeliharaan dan Perawatan 

Multimedia, Serta Pemeliharaan 

Genset Data Center dan Pengadaan 

Server AI 

        3.295.067.436 

 Bidang 

Teknologi 

Informatika 

v v v v v v v v

Meningkatnya 

Pengelolaan 

Aplikasi 

Informatika 

dan 

Penerapan 

Integrasi 

Layanan SPBE

Indeks SPBE



INDIKATOR 

KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

ANGGARAN
PENANGGUNG 

JAWAB

SASARAN 

STRATEGIS

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN

KEGIATAN

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

JADWAL KEGITAN
RENCANA AKSI

TARGET 

KEGIATAN

Penyelenggaraan 

Sistem Penghubung 

Layanan Pemerintah 

Daerah

dalam rangka 

interopabilitas data dan 

integrasi layanan

Jumlah Aplikasi SPBE 

yang terhubung 

dengan Sistem 

Penghubung Layanan 

Pemerintah Daerah

5 Aplikasi

Koordinasi dengan pihak dari SKPD 

yang mempunyai aplikasi yang akan di 

integerasikan via SPLP termasuk 

koordinasi dengan tim teknis dari 

SKPD tersebut

Mempersiapkan tempat 

penyelenggaraan

Mempersiapkan konsumsi kepada 

peserta kegiatan

Mempersiapkan berkas-berkas untuk 

persiapan penyediaan laporan hasil 

kegiatan, serta persiapan format dan 

alur acara kegiatan

           131.368.000 
 Bidang Aplikasi 

Informatika 
v v v

Koordinasi dan Fasilitasi 

Promosi Literasi SPBE 

dan/atau kolaborasi

penyelenggaraan SPBE

Jumlah laporan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Fasilitasi Promosi 

Literasi SPBE dan/atau 

kolaborasi 

penyelenggaraan SPBE

2 Laporan

Membentuk tim serta 

mempersiapkan SK pembentukan TIM 

pelaksanaan kegiatan peningkatan 

literasi digital di kalangan pelajar kota 

Medan sebagai bentuk perwujudan 

kegiatan kerja Walikota Medan, yaitu 

penerapan penyelenggaraan SPBE 

Kota Medan.

Koordinasi dengan pihak terkait 

seperti dinas dan sekolah untuk 

mempersiapkan tempat pelaksanaan 

kegiatan

Mempersiapkan berkas-berkas untuk 

persiapan penyediaan laporan hasil 

kegiatan, serta persiapan format dan 

alur acara kegiatan

Melaksanakan koordinasi dengan 

pihak yang berkaitan dengan 

konsumsi untuk penyediaan kepada 

peserta kegiatan

Mempersiapkan berkas-berkas untuk 

persiapan penyediaan laporan hasil 

kegiatan, serta persiapan format dan 

alur acara kegiatan

           465.015.024 
 Bidang Aplikasi 

Informatika 
v v v v v v

Penyediaan Akses 

Internet

Jumlah Perangkat 

Daerah dan UPTD 

yang memanfaatkan 

akses internet yang 

disediakan oleh Dinas

50 Perangkat 

Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Untuk 

Tenaga Ahli Jaringan Junior, 

Penyediaan Jasa Penyelenggaran 

Kegiatan APEKSI, Penyelenggaraan 

Berlangganan Internet, Lembur, 

Pelayanan Call Center 112, Zoom, Jasa 

Konsultasi untuk Jaringan Metro, 

Pemeliharaan dan Perawatan 

Jaringan, dan Pembangunan 

Infrastruktur Jaringan Metro

      22.453.119.600 

 Bidang 

Teknologi 

Informatika 

v v v v v v v v v v v v

Meningkatnya 

Pengelolaan 

Aplikasi 

Informatika 

dan 

Penerapan 

Integrasi 

Layanan SPBE

Indeks SPBE



INDIKATOR 

KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

ANGGARAN
PENANGGUNG 

JAWAB

SASARAN 

STRATEGIS

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN

KEGIATAN

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

JADWAL KEGITAN
RENCANA AKSI

TARGET 

KEGIATAN

Koordinasi penyusunan 

kebijakan tata kelola 

SPBE meliputi 

arsitektur,

peta rencana, proses 

bisnis, serta 

penyusunan rencana 

dan anggaran

SPBE Pemerintah 

Daerah

Jumlah dokumen 

kebijakan tata kelola 

SPBE meliputi 

arsitektur, peta 

rencana, proses bisnis, 

serta penyusunan 

rencana

dan anggaran SPBE 

Pemerintah Daerah

1 Dokumen

Pelaksanaan koordinasi penyusunan 

kebijakan tata kelola SPBE meliputi 

Arsitektur, Peta Rencana (Roadmap), 

Proses Bisnis (Probis), penyusunan 

rencana dan anggaran SPBE serta 

persiapan migrasi transformasi Indeks 

SPBE ke Pemerintah Digital (Pemdi) 

2026

           147.413.320 
 Bidang Aplikasi 

Informatika 
v v v v v v v v v v v v

Koordinasi dan Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Kabupaten atau Kota

Cerdas

Jumlah laporan 

pelaksanaan 

koordinasi dan 

fasilitasi 

penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota 

Cerdas

1 Dokumen

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi 

penyelenggaraan Kabupaten/Kota 

Cerdas untuk Revisi Masterplan Smart 

City Kota Medan serta rapat Tim 

Dewan Smart City dan Tim Pelaksana 

Smart City Kota Medan

           214.351.355 
 Bidang Aplikasi 

Informatika 
v v v v v

25% 25% 25% 25%
Program 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral

Persentase 

Terpenuhinya Data 

Statistik Sektoral

100%

Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral Pemerintah Kota 

Medan

           701.204.375 v v v v v v v v v v v

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral di 

Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

Cakupan data statistik 

sektoral yang tersedia
100%

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan statistik Sektoral, 

Peran Statistik Sektoral, Peningkatan 

Kualitas Data Statistik, 

Penyelenggaraan Statistik dengan 

prinsip satu data Indonesia, dan 

Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik 

Sektoral 

           701.204.375 v v v v v v v v v v v

Pengelolaan Kegiatan 

Statistik Sektoral Dalam 

Sistem Statistik

Nasional

Persentase kegiatan 

statistik sektoral yang 

sudah mendapatkan 

rekomendasi dari 

pembina data statistik

100 

Persentase

Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan 

kegiatan statistik dan pengumpulan 

data sektoral

           107.696.000 

 Bidang 

Statistik dan 

Informasi 

Publik 

v v v v v v

Pemenuhan Prinsip 

Satu Data Indonesia

Persentase kegiatan 

statistik sektoral yang 

telah memenuhi 

standar data, 

metadata, 

interoperabilitas data 

dan kode

referensi dan/atau 

data induk

100 

Persentase

Pengisian data sektoral dalam portal 

data
             99.922.500 

 Bidang 

Statistik dan 

Informasi 

Publik 

v v v v v v v v v v v

Meningkatnya 

Pengelolaan 

Aplikasi 

Informatika 

dan 

Penerapan 

Integrasi 

Layanan SPBE

Indeks SPBE

Meningkatnya 

Kualitas Data 

Daerah untuk 

Penguatan 

Sistem Satu 

Data Kota 

Medan yang 

terintegrasi 

dan akurat

Indeks 

Pembangun

an Statistik 

(IPS)



INDIKATOR 

KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

ANGGARAN
PENANGGUNG 

JAWAB

SASARAN 

STRATEGIS

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN

KEGIATAN

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

JADWAL KEGITAN
RENCANA AKSI

TARGET 

KEGIATAN

Peningkatan Kualitas 

Statistik Sektoral

Persentase kegiatan 

statistik sektoral yang 

hasilnya dapat diakses 

oleh pengguna data.

100 

Persentase
Diseminasi dan publikasi data sektoral              49.968.125 

 Bidang 

Statistik dan 

Informasi 

Publik 

v v v

Pengingkatan Kapasitas 

Kelembagaan Statistik 

Sektoral

Jumlah pegawai yang 

mendapatkan 

pelatihan di bidang 

statistik

140 Orang

Pelatihan dan bimbingan untuk 

membina dan menguatkan tata kelola 

data pada Perangkat Daerah

           175.189.625 

 Bidang 

Statistik dan 

Informasi 

Publik 

v v v v v v v v v v v

Pelaksanaan Proses 

Bisnis Statistik Sektoral 

Sesuai Standar

Persentase kegiatan 

statistik yang 

dilengkapi dokumen 

perencanaan kegiatan 

statistik sektoral

100 

Persentase

Diseminasi dan publikasi data 

geospasial
           268.428.125 

 Bidang 

Statistik dan 

Informasi 

Publik 

v v v v v v v v v v v

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi

Indeks Keamanan 

Informasi
66 Indeks

Penyelenggaraan Pengamanan dan 

Penetapan Pola Hubungan 

Komunikasi Persandian Pemerintah 

Kota Medan

        1.243.369.798 v v v v v v v v v v

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Cakupan persandian 

untuk pengamanan 

informasi pemerintah 

kota yang 

terselenggara dengan 

baik

90%

Pelaksanaan Persandian untuk 

pengamanan informasi pemerintah 

kota 

           887.419.798 v v v v v v

Pelaksanaan Keamanan 

Informasi Pemerintahan 

Daerah Berbasis

Elektronik dan Non 

Elektronik

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah 

Provinsi Berbasis 

Elektronik dan Non

Elektronik

1 Laporan

- Melaksanakan kegiatan: 1. Edukasi 

Kesadaran Keamanan SPBE ; 2. 

Melakukan Pengamanan Sinyal dan 

Kegiatan Kontra Pengindraan; 3. 

Sosialisasi Pengembangan Kompetensi 

SDM Khusus Personil Bidang 

Persandian; - Pengadaan Perangkat 

Keamanan Persandian (Metal 

Detector) - Pendukung Penetration 

Testing (Lisensi)

           100.000.000 
 Bidang 

Persandian 
v v v

Pengelolaan Sumber 

Daya Keamanan 

Informasi dan 

Persandian

Pemerintah Daerah 

berdasarkan Analisis 

Kebutuhan

Jumlah Laporan 

Pengelolaan Sumber 

Daya Keamanan 

Informasi dan 

Persandian 

Pemerintah Daerah 

berdasarkan

Analisis Kebutuhan

1 Laporan

Pengadaan Handy Talkie untuk 

kegiatan APEKSI di Kota Medan Tahun 

2026, serta pengadaan Radio Rig dan 

Repeater

           415.495.625 
 Bidang 

Persandian 
v v v v

Meningkatnya 

Pengamanan 

Informasi 

Pemerintah 

Daerah

Meningkatnya 

Kualitas Data 

Daerah untuk 

Penguatan 

Sistem Satu 

Data Kota 

Medan yang 

terintegrasi 

dan akurat

Indeks 

Pembangun

an Statistik 

(IPS)

Tingkat 

Keamanan 

Informasi 

Pemerintah



INDIKATOR 

KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

ANGGARAN
PENANGGUNG 

JAWAB

SASARAN 

STRATEGIS

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN

KEGIATAN

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

JADWAL KEGITAN
RENCANA AKSI

TARGET 

KEGIATAN

Penyediaan Layanan 

Keamanan Informasi 

dan Persandian 

Pemerintah

Daerah

Jumlah Perangkat 

Daerah yang Telah 

Menggunakan 

Layanan Keamanan 

Informasi dan 

Persandian

50 Perangkat 

Daerah

Melaksanakan Kegiatan:                                                                                                         

a. Sosialisasi Layanan Keamanan 

Informasi dan Persandian;                                                                                   

b. Sosialisasi Pemanfaatan Sertifikat 

Elektronik.

           142.864.000 
 Bidang 

Persandian 
v v v v v

Penetapan Kebijakan 

Tata Kelola Keamanan 

Informasi dan 

Persandian

Pemerintah Daerah

Jumlah Kebijakan Tata 

Kelola Keamanan 

Informasi dan 

Persandian 

Pemerintah Daerah 

yang Ditetapkan baik 

berupa

Peraturan Gubernur, 

Keputusan Gubernur 

maupun Norma, 

Standar, Prosedur dan 

Kriteria yang 

digunakan sebagai 

panduan

dalam menjalankan 

penyelenggaraan 

persandian

1 Dokumen

Melaksanakan kegiatan:                                                                                                              

a. Evaluasi ISO;                                                                                                                                   

b. Sosialisasi Keamanan Persandian;                                                                                             

c. Sosialisasi Persandian. 

           229.060.173 
 Bidang 

Persandian 
v v

Penetapan Pola 

Hubungan Komunikasi 

Sandi Antar Perangkat 

daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah layanan 

keamanan informasi 

yang tersedia

27 Jumlah 

Opd

Pelaksanaan Layanan Keamanan 

Informasi
           355.950.000 

 Bidang 

Persandian 
v v v v v v v v

Operasionalisasi 

Layanan Keamanan 

Informasi dan 

Persandian Pemerintah 

Daerah

Jumlah 

Operasionalisasi 

Layanan Keamanan 

Informasi dan 

Persandian 

Pemerintah Daerah 

berdasarkan 

pemetaan pola

hubungan komunikasi 

sandi pemerintah 

Daerah.

1 Kegiatan

Pembayaran BHP untuk frekuensi 

radio; pemeliharaan alat komunikasi 

sandi; dan sewa lokasi tower.

           355.950.000 
 Bidang 

Persandian 
v v v v v

25% 25% 25% 25%

Program Informasi dan 

Komunikasi Publik

Persentase tingkat 

kepuasan masyarakat 

terhadap akses dan 

kualitas informasi 

publik pemerintah 

daerah

100%

Pelaksanaan Peningkatan 

Penyelenggaraan dan Pelayanan 

Publik Pemerintah Kota Medan

      12.450.468.205 v v v v v v v v v v v v

Meningkatnya 

Pengamanan 

Informasi 

Pemerintah 

Daerah

Meningkatnya 

Kualitas 

Layanan 

Informasi 

Publik 

Berbasis 

Digital

Nilai 

Keterbukaa

n Informasi 

Publik

Tingkat 

Keamanan 

Informasi 

Pemerintah



INDIKATOR 

KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

ANGGARAN
PENANGGUNG 

JAWAB

SASARAN 

STRATEGIS

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN

KEGIATAN

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

JADWAL KEGITAN
RENCANA AKSI

TARGET 

KEGIATAN

Pengelolaan Informasi 

dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase komunitas 

masyarakat/mitra 

strategis pemerintah 

kota yang 

menyebarkan 

informasi  dan 

kebijakan pemerintah 

dan pemerintah kota

100%

Pelaksanaan Penyelenggaraan Relasi 

Media, Pelayanan Informasi Publik, 

Sosialisasi Peraturan, monitoring 

Informasi, kebijakan opini dan 

aspirasi komunikasi publik, 

pengelolaan media, penyusunan 

konten dan penguatan kapasitas 

SDFM Komunikasi publik

      12.450.468.205 v v v v v v v v v v v v

Relasi Media

Jumlah aktivitas relasi 

media kepada media 

yang memenuhi 

kriteria sebagai 

berikut: 1. 

terverivikasi dewan 

pers, dan 2. terdaftar 

di Dinas Kominfo, dan 

3. aktif dalam kegiatan 

relasi media 

3 Laporan
Penyebarluasan Informasi melalui 

media cetak, elektronik dan online
      10.437.850.000 

 Bidang 

Komunikasi 

Publik 

v v v v v v v v v v v

Pelayanan Informasi 

Publik

Jumlah permohonan 

informasi publik yang 

diselesaikan sesuai 

peraturan perundang-

undangan

50 

Permohonan

1. Melaksanakan FGD Konsultasi 

Publik Peraturan Perundang-

undangan daftar informasi yang 

dikecualikan                                                         

2. Melaksanakan Penyusunan daftar 

informasi yang dikecualikan 

/Pelaksanaan uji konsekuensi                                            

3. Melaksanakan penyusunan laporan 

pelayanan informasi dan pengaduan 

publik (coaching clinic)

           149.918.250 

 Bidang 

Statistik dan 

Informasi 

Publik 

v v v v v v v v v v v

Sosialisasi Peraturan 

Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik

Persentase khalayak 

sasaran yang terpapar 

informasi terkait 

peraturan bidang 

informasi dan 

komunikasi publik

100 

Persentase

Melaksanakan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan terkait PPID
           449.887.580 

 Bidang 

Statistik dan 

Informasi 

Publik 

v v v v v

Monitoring Informasi 

Kebijakan, Opini, dan 

Aspirasi Publik

Jumlah rekomendasi 

komunikasi terhadap 

isu publik yang 

berkembang dan 

usulan agenda 

komunikasi prioritas 

pemerintah daerah 

1 

Rekomendasi

1. Melaksanakan media monitoring    

2. Melakukan analisis isu publik
           139.984.375 

 Bidang 

Komunikasi 

Publik 

v v v v v v v v v v

Meningkatnya 

Kualitas 

Layanan 

Informasi 

Publik 

Berbasis 

Digital

Nilai 

Keterbukaa

n Informasi 

Publik



INDIKATOR 

KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

ANGGARAN
PENANGGUNG 

JAWAB

SASARAN 

STRATEGIS

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN

KEGIATAN

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

JADWAL KEGITAN
RENCANA AKSI

TARGET 

KEGIATAN

Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

Jumlah media 

komunikasi publik 

milik pemerintah 

daerah yang dikelola 

maupun pemanfaatan 

media berbayar sesuai 

kriteria/juknis

1 Media

Melaksanakan penyebarluasan 

informasi melalui media luar ruang 

berupa spanduk, baliho, backdrop dan 

vertical banner

           888.573.000 

 Bidang 

Komunikasi 

Publik 

v v v v

Penyusunan Konten
Jumlah konten 

informasi publik
100 Konten

Melaksanakan Pembuatan konten 

layanan dan informasi publik
           199.983.000 

 Bidang 

Statistik dan 

Informasi 

Publik 

v v v v v v v v v v v

Penguatan Kapasitas 

Sumber Daya 

komunikasi Publik

Jumlah ASN bidang 

komunikasi publik 

yang difasilitasi 

mengikuti 

bimtek/pelatihan

100 Orang
Melaksanakan sosialisasi kapasitas 

sumber daya komunikasi publik
           184.272.000 

 Bidang 

Komunikasi 

Publik 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah

25% 25% 25% 25%

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Persentase Dokumen 

Perencanaan, 

Keuangan dan 

Pelaporan yang 

Disusun Tepat Waktu

100%
Pelaksanaan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
      24.827.472.087 v v v v v v v v v v v v

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen / 

laporan perencanaan, 

penganggaran, dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

yang tersedia

100%

Pelaksanaan Perencanaan, 

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Dinas

               9.950.625 v v v v v v v v v v v v

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan 

perangkat daerah

3 Dokumen

1. Melaksanakan Forum Perangkat 

Daerah                                                                     

2. Penyusunan Rencana Kerja, 

Rencana Aksi, Rencana Kinerja 

Tahunan, Perjanjian Kinerja, LPPD dan 

LKPJ, LKjIP                                                        

3. Penyusunan Renstra 2025-2029

                9.950.625  Sekretaris v v v v v v v v v v v v

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Persentase cakupan 

administrasi 

keuangan perangkat 

daerah yang tersedia

100% Pelaksanaan administrasi keuangan       15.790.142.977 v v v v v v v v v v v v

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah orang yang 

menerima gaji dan 

tunjangan ASN

60 

Orang/Bulan

Menyediakan Pembayaran Gaji dan 

Tunjangan Pegawai Negri Sipil Dinas 

Kominfo Kota Medan

      15.523.782.977  Sekretaris v v v v v v v v v v v v

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

1 Dokumen

Menyediakan pembayaran 

honorarium untuk Pejabat 

Penatausahaan Keuangan (PPK), 

Bendahara, Pengurus Barang, PPTK 

dan PBJ

           266.360.000  Sekretaris v v v v v v v v v v v v

Meningkatnya 

Kualitas 

Layanan 

Informasi 

Publik 

Berbasis 

Digital

Nilai 

Keterbukaa

n Informasi 

Publik

Meningkatnya 

Akuntabilitas  

Kinerja 

Perangkat 

Daerah



INDIKATOR 

KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

ANGGARAN
PENANGGUNG 

JAWAB

SASARAN 

STRATEGIS

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN

KEGIATAN

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

JADWAL KEGITAN
RENCANA AKSI

TARGET 

KEGIATAN

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase realisasi 

pengadaan barang 

milik Daerah sesuai 

RKBU

100% Penyediaan barang milik daerah            565.318.923 v

Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel 

yang Disediakan
103 Unit

Menyediakan mebel untuk kebutuhan 

Pegawai
           272.897.154  Sekretaris v

Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

45 Unit
Menyediakan Peralatan dan Mesin 

Kebutuhan Kantor
           292.421.769  Sekretaris v

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Barang 

Milik Daerah yang 

dipelihara sesuai 

dokumen 

perencanaan

100%
Pelaksanaan pemeliharaan barang 

milik daerah
           532.677.400 v v v v v v v v v v v v

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

7 Unit
Menyediakan Pemeliharaan dan 

bahan bakar kendaraan dinas jabatan
           214.760.000  Sekretaris v v v v v v v v v v v v

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

2 Unit

Menyediakan Pemeliharaan dan 

bahan bakarkendaraan dinas 

operasional dan lapangan

             84.656.000  Sekretaris v v v v v v v v v v v v

Pemeliharaan Mebel
Jumlah Mebel yang 

Dipelihara
20 Unit Menyediaan pemeliharaan mebel                 7.000.000  Sekretaris v

Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara 

15 Unit
Menyediakan Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin sesuai dengan Kebutuhan
           123.661.400  Sekretaris v v v v

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/ 

Direhabilitasi

1 Unit
Menyediakan Pemeliharaan Gedung 

Bangunan Kantor
           102.600.000  Sekretaris v

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Survey Kepuasan 

Internal
100%

Pelaksanaan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
v v v v v v v v v v v v

Meningkatnya 

Akuntabilitas  

Kinerja 

Perangkat 

Daerah



INDIKATOR 

KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

ANGGARAN
PENANGGUNG 

JAWAB

SASARAN 

STRATEGIS

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN

KEGIATAN

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

JADWAL KEGITAN
RENCANA AKSI

TARGET 

KEGIATAN

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Cakupan pelaksanaan 

layanan kepegawaian 

daerah

100%
Penyediaan Layanan Kepegawaian 

Daerah
           118.662.900 v v v v v v v

Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

2 Paket
Menyediakan pakaian dinas untuk 

pegawai
           118.662.900  Sekretaris v

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Cakupan pelaksanaan 

layanan umum 

perangkat daerah

100%
Penyediaan layanan umum 

perangkat daerah
        2.172.103.164 v v v v v v v v v v v v

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket

Menyediakan Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 

sesuai kebutuhan

             76.213.654  Sekretaris v

Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga

Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga yang 

Disediakan

1 Paket
Menyediakan Peralatan Kebersihan 

sesuai dengan Kebutuhan
             92.459.094  Sekretaris v v

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan

1 Paket
Menyediakan bahan logistik kantor 

sesuai dengan kebutuhan
           320.045.906  Sekretaris v v v v v v v v v v

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan

1 Paket
Menyediakan cetak map sesuai 

dengan kebutuhan kantor
             20.685.000  Sekretaris v v

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

PerundangUndangan 

yang Disediakan

4 Dokumen
Menyediakan bahan bacaan (surat 

kabar, majalah dan tabloid)
        1.349.379.000  Sekretaris v v v v v v v v v v v

Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

Jumlah Laporan 

Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

1 Laporan
Menyediakan fasilitas untuk 

kunjungan tamu
             13.790.000  Sekretaris v v v v v v v v v

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

7 Laporan

Menyediakan Falisiltas 

Penyelenggaraan Rapat – Rapat 

Kantor serta koordinasi ke luar daerah

           275.751.000  Sekretaris v v v v v v v v v

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

1 Dokumen
Menyediakan untuk  kebutuhan 

penatausahaan arsip dinamis
             23.779.510  Sekretaris v

Meningkatnya 

Akuntabilitas  

Kinerja 

Perangkat 

Daerah



INDIKATOR 

KINERJA
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des

ANGGARAN
PENANGGUNG 

JAWAB

SASARAN 

STRATEGIS

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN

KEGIATAN

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

JADWAL KEGITAN
RENCANA AKSI

TARGET 

KEGIATAN

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Cakupan pelaksanaan 

layanan jasa 

penunjang urusan 

pemerintahan daerah

100%
Penyediaan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah
        5.638.616.098 v v v v v v v v v v v v

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

3 Laporan
Menyediakan BiayaTagihan Listrik, Air 

danTelepon
        1.163.696.960  Sekretaris v v v v v v v v v v v v

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan

1 Laporan
Menyediakan Tenaga Pelayanan 

Umum
        4.474.919.138  Sekretaris v v v v v v v v v v v v

Medan,       Januari  2026

Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Arrahmaan Pane, S.STP.,M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. 197807301996121001

Meningkatnya 

Akuntabilitas  

Kinerja 

Perangkat 

Daerah


